SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 155 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG
INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK WAJIB PAJAK DAERAH TERDAMPAK

Menimbang

WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID19) yang merupakan Global Pandemic sesuai
pernyataan World Health Organizalion secara faktual
masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia;

bahwa dalam rangka memperkuat stabilitas
perekonomian di Kabupaten Bandung berupa
dukungan dan perlindungan Pemerintah Daerah
terhadap para wajib pajak yang terdampak secara
langsung oleh wabah Corona Virus Disease 2019;

bahwa jangka waktu dalam pelaksanaan pemberian
insentif pajak daerah dalam Peraturan Bupati Nomor
54 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Daerah Untuk
Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus
Disease 2019 Tahun 2022 akan berakhir, perlu
dilakukan perpanjangan batas waktu
pelaksanaannya, sehingga perlu diubah dan
disesuaikan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
54 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Daerah untuk
Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus
Disease 2019 Tahun 2022;



Mengingat

-0 -

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);



Menetapkan

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015
Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2017 Nomor 17);

9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang
Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah
Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 Tahun
2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54
TAHUN 2022 TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK
WAJIB PAJAK DAERAH TERDAMPAK WABAH CORONA
VIRUS DISEASE 2019 TAHUN 2022.

Pasal 1
Ketentuan ayat (1) Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor
54 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib
Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2022 Nomor 54) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Batas waktu pelaksanaan pemberian Insentif Pajak
Daerah ini dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan
tanggal 30 September 2022.
(2) Batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperpanjang dan diperluas ruang
lingkupnya.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd
CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 155

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina
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